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KATA PENGANTAR 

 

Hukum Pidana Ekonomi diartikan sebagai sekumpulan 

peraturan bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan 

tentang keharusan/kewajiban dan/atau larangan yang diancam 

dengan hukuman. Peraturan tersebut dapat berupa peraturan 

administratif dengan sanksi pidana atau peraturan pidana. Hukum 

Pidana Ekonomi mencakup bidang-bidang seperti perlindungan 

konsumen, Perbankan, Pencucian Uang, Pasar Modal dan 

Kepabeanan. Tujuannya adalah mengkaji konsep teoritik tentang 

hukum pidana ekonomi dan mampu memberikan saran dan 

penyelesaian masalah hukum perkara-perkara yang terkait dengan 

tindak pidana ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. 

Dengan mempelajari Hukum Pidana Ekonomi, kita dapat 

memahami mengkaji konsep teoritik tentang hukum pidana 

ekonomi dan mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah 

hukum perkara-perkara yang terkait dengan tindak pidana 

ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. 

Buku ini bertujuan untuk membantu memberikan 

pengetahuan tentang pentingnya ilmu tentang Hukum Pidana 

Ekonomi. Dengan mempelajari Hukum Pidana Ekonomi, kita dapat 

memahami konsep teoritis mengenai hukum formil maupun 

materiil serta memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum 

perkara-perkara yang terkait dengan tindak pidana ekonomi. 

Keterbatasan penulis memungkinkan kurang sempurnanya buku 

ini. Oleh karena itu, demi penyempurnaan buku ini, penulis 

berharap adanya umpan balik. 

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan tak lupa 

penulis ucapkan terima kasih. 

 

Penulis 
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BAB 

1 PENDAHULUAN  
 

A. Pengertian Hukum Pidana 

Hukum Pidana adalah sebagai hukum yang mengatur 

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan 

apabila seseorang melanggar atau melakukan perbuatan dan 

memenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah diatur dalam 

Undang-undang maka akan diberikan sanksi. 

Dalam literatur telah banyak dijelaskan pengertian dan 

makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu 

hukum. Pendefinisian Hukum pidana harus dimaknai sesuai 

dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada 

prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum 

pidana, yaitu disebut dengan ius poenale dan ius puniend. Ius 

poenale merupakan pengertian hukum pidana objektif. hukum 

pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah "aturan-

aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu 

yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa 

pidana.1 “Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana 
objektif sebagai “Semua tindakan-tindakan keharusan (gebod) 

dan larangan (verbod) yang dibuat oleh negara atau penguasa 

umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut 

diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-

peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu.2 

Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai 

 

1 Edmund Mezger, “The Elements of Criminal Law and Procedure.” 
(JSTOR, 1938). 
2 D Simons, “Leerboek Van Het Nederland Strafrecht” (Erste Deel, P. 
Noordhoff, Groningen, 2006). 

PENDAHULUAN 
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BAB 

2 TINDAK PIDANA EKONOMI  

 

 

A. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi 
Globalisasi di samping membawa manfaat bagi umat 

manusia, juga membawa masalah serius baru, antara lain dalam 

bentuk kejahatan ekonomi yang lebih canggih. Mobilitas sosial 

yang cepat menimbulkan masalah sistem pengamanan, 

kompleksitas dalam pemasaran dan distribusi.45 Kehidupan 

ekonomi antara satu negara dengan negara lain semakin saling 

tergantung, sehingga ketentuan hukum di bidang perdagangan 

internasional dan bisnis transnasional semakin diperlukan. 

Dahulu ada semacam adagium yang menyatakan “semakin 
miskin suatu bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang 

terjadi”. Sekarang adagium ini hanya berlaku bagi kejahatan 
konvensional, seperti perampokan, pencurian, penipuan, 

penggelapan dan lainnya.46 Soedjono Dirdjosisworo 

menyatakan bahwa: 

“Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan 
ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang 

tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang 

diakibatkannya. Indonesia kini sudah dilanda 

kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam 

lingkungan hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan 

dibidang ekonomi seperti kejahatan perbankan, kejahatan 

komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-

 

45 Dwidja Priyatno Muladi, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,” 
Jakarta: Kencana, 2010. 
46 Muladi. 

TINDAK PIDANA 

EKONOMI 
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BAB 

3 DASAR HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA EKONOMI  
 

A. Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi 

Disiplin hukum dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari 

setiap pembahasan hukum pidana ekonomi. Karena disiplin 

hukum telah dibahas secara luas, konsentrasi di sini adalah 

ekonomi. Oleh karena itu, perlu mengkaji ilmu ekonomi dari 

perspektif ilmu hukum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa 

ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia 

untuk memenuhi kebutuhannya.63 

Hanya ekonomi sebagai konsep makro atau negara yang 

akan ditelaah dalam pembahasan ini. Pertumbuhan ekonomi 

dan politik suatu bangsa tidak dapat dipisahkan. Hukum, 

sebagai salah satu alat negara untuk mengatur dan mengatur 

kegiatan ekonomi, sangat berperan dalam perkembangan 

tersebut. Setelah Revolusi Prancis, yang menggantikan konsep 

kerajaan dengan negara-bangsa, negara modern mulai 

terbentuk. Negara-negara modern mengembangkan konsep 

demokrasi yang mengamanatkan bahwa semua kegiatan negara 

ditentukan oleh rakyat. Konsep demokrasi kemudian 

melahirkan konsep negara hukum dan kodifikasi. Dalam 

ekonomi berkembang, liberalisme mengakui bahwa setiap orang 

menginginkan kebebasan untuk terlibat dalam perdagangan 

untuk mendapatkan penghidupan. Hal ini dicontohkan oleh 

tulisan-tulisan Adam Smith yang terkenal dengan prinsip 

kebebasannya, yang mengupayakan kebebasan bereksperimen 

bagi setiap orang agar dunia mengatur dirinya sendiri. 

 

63 Hamzah, “Hukum Pidana Ekonomi,(Edisi Revisi).” 

DASAR HUKUM 

PEMBERANTASAN 

TINDAK PIDANA 

EKONOMI 
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BAB 

4 HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN 
 

A. Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen 

Sejarah Lahirnya Perlindungan Hukum Konsumen 

Aktivitas ekonomi dirasakan hidup, apabila tercipta suasana 

yang mendukung kelancaran arus produksi barang dan jasa dari 

produsen ke konsumen. Globalisasi ditandai dengan 

perdagangan bebas, namun belum banyak memberikan 

perbaikan ekonomi di Indonesia. Anggapan bahwa 

perdagangan bebas menguntungkan konsumen dalam bentuk 

mutu dan harga barang ataupun jasa barangkali masih 

merupakan mitos yang diciptakan untuk mempertahankan 

dominasi perusahaan dan produsen atas konsumen dalam 

sistem ini. Dalam hal ini terdapat indikasi meningkatkan 

sengketa antara produsen sebagai pelaku usaha dengan 

konsumen. Dari sinilah kita baru disadarkan kembali 

urgensinya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan 

konsumen. Gerakan konsumen internasional sejak tahun 1960 

memiliki wadah yang cukup berwibawa, yaitu Internasional 

Organization of Consumers Union (IOCU) yang kemudian sejak 

tahun 1995 berubah nama menjadi Custumers International (CI). 

Anggota CI mencapai 203 organisasi konsumen yang berasal 

dari sekitar 90 negara di dunia Gerakan perlindungan konsumen 

berlangsung 4 tahap, dimulai dari tahun 1881 hingga tahun 1965. 

Tahun 1881-1914 pada tahun ini globalisasi (faktor 

eksternal) mempengaruhi perkembangan perlindungan 

konsumen. Sedangkan faktor internalnya bergantung pada 

konsumennya sendiri. Ada sebuah novel yang dikarang oleh 

Hampton Sinclear yang memicu banyak orang untuk membuat 

HUKUM 

PERLINDUNGAN 

KONSUMEN 
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BAB 

5 HUKUM PIDANA DI BIDANG PERBANKAN  
 

A. Pengertian Perbankan 

Definisi perbankan secara yuridis terdapat dalam 

ketentuan Pasal 1 (angka 1) Undang-undang No.10/1998, yaitu: 

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut 
tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya” 

Hukum yang mengatur tentang perbankan disebut 

dengan hukum perbankan, tetapi untuk menemukan definisi 

hukum perbankan secara operasional sangat sulit. Oleh sebab 

itu, dikemukakan salah satu pengertian hukum perbankan dari 

ahli hukum perbankan. Menurut Munir Fuady dalam bukunya 

“Hukum Perbankan Modern mendefinisikan hukum perbankan 

adalah: 

“Serangkaian kaidah hukum dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-

lain sumber hukum, yang mengatur masalah–masalah 

perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya 

sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu 

bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, 

tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut 

bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain 

yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut”92 

 

92 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern:(Berdarsarkan Undang-Undang 
Tahun 1998) Buku Kesatu (Citra Aditya Bakti, 1999). 

HUKUM PIDANA 

DI BIDANG 

PERBANKAN 
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BAB 

6 HUKUM PIDANA PENCUCIAN UANG 
 

A. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang 

Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal 

sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli 

perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. 

Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau 

disebut Laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. 

Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan 

uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya 

ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil 

minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha 

pelacuran.104 

Tindak Pencucian uang bukan merupakan fenomena 

baru. Istilah pencucian uang digunakan untuk pertama kalinya 

dalam dokumen hukum primer pada tahun 1992 melalui kasus 

penyitaan perdata antara Amerika Serikat vs $4,255,625,39. 

Kasus ini adalah tentang upaya menyembunyikan atau 

menyamarkan keuntungan ilegal dan penyitaan perdata atas 

sejumlah besar uang dari Molins di Columbia kepada Sonal di 

Miami, Florida. Dalam putusannya, pengadilan menyimpulkan 

bahwa pengalihan dana dar Molins ke bank di Sonal sangat 

mungkin merupakan proses pencucian uang. Pengadilan 

tersebut memang tidak mendefinisikan istilah itu, namun para 

 

104 S Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang (books.google.com, 2018), 
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=gMJ_EAAAQBAJ&oi=f
nd&pg=PR11&dq=pertambangan+illegal+hukum+pertambangan+pencuc
ian+uang+kebijakan&ots=hVvUaciheE&sig=7JhfwSHlZKLDqj83IiRcdq-
DS74. 

HUKUM PIDANA 

PENCUCIAN 

UANG 
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BAB 

7 HUKUM PIDANA PASAR MODAL 
 

A. Pengertian Pasar Modal Dan Hukum Pasar Modal 

Hukum Pasar modal adalah serangkaian peraturan 

perundang-undangan yang mengatur cara pemenuhan modal 

suatu perusahaan melalui penawaran umum, perdagangan efek, 

termasuk lembaga, profesi penunjang yang terkait dengan efek 

dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, sedangkan Pasar Modal secara sederhana dapat 

didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai 

instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam 

bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh 

perusahaan swasta.116 

Pengertian pasar modal (stock market) secara teoritis dapat 

didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan 

(sekuritas) jangka panjang yang bentuk modal (stock), atau 

hutang (bonds), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (public 

authorities) yang diterbitkan oleh perusahaan swasta (privat 

sectors), sedangkan dalam definisi normatif yuridis pasar modal 

didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, efek serta perusahaan 

publik yang menerbitkannya serta lembaga-lembaga terkait, dan 

profesi penunjang lainya yang berkaitan dengan efek.117 

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian 

Pasar Modal sebagai seluruh kegiatan yang mempertemukan 

penawaran dan permintaan dana jangka panjang atau pusat 

 

116 M Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Kencana, 2014). 
117 Budi Untung, “Hukum Bisnis Pasar Modal,” Yogyakarta: Andi Offset, 
2011. 

HUKUM 

PIDANA PASAR 

MODAL 
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BAB 

8 HUKUM PIDANA KEPABEANAN 

 

A. Pengertian Kepabeanan 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan 

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar 

daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Di 

dalam self assesment, importer juga diminta untuk 

memberitahukan tarif pembebanan dan nilai pabean atas barang 

yang diimpornya. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1995 tentang kepabeanan menyebutkan bahwa pejabat bea cukai 

berwenang menetapkan tarif dan nilai pabean untuk 

perhitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan 

pabean atau dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal 

pemberitahuan kepabeanan. 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud Daerah Pabean 

adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, 

perairan dan ruang udara di zona eksklusif, dan landas 

kontinen. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan 

Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas- batas tertentu 

di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang 

HUKUM 

PIDANA 

KEPABEANAN 
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